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SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4
TAHUN 20ll TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH

Menimbang: a.

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O1O-2O15

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa penjabaran visi, misi dan program Gubernur Bengkulu

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015;

bahwa target pencapaian indikator kinerja pembangunan

daerah Per Bidang Program telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 20O8 tentang

Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2OO5-2O25, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;

bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, daiam hal terjadi perubahan yang

mendasar maka rencana pembangunan daerah dapat diubah;

bahwa untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2O05-2O25 sebagaimana dimaksud huruf c, perlu

dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 201O-2015;

b.

C.

d.



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 201O-20f5;

Mengingat :1. Pasa,l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkuiu (Lembaran Negara Republik Indoensia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tamba}:,an Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437\ sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

3.

5.

6.

7.



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahur 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47O0);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 lentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

ll.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun1968 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2OrO-2Ot4;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO

Nomor 517);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2O08

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun

2O13 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2OO5-2O25;

21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2OO8

tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 46);

22.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2O1O

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);



23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol2

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun

2Ol2-2O32 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012

Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2OI1,

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2OIO-2OI5.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4)

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Lampiran

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2O1O-2O15 (Lembaran Daerah Povinsi

Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 4), dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

diundangkan.

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 6 Agustus 2014

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 14 Agustus 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : ( 3 / 20 1 4l

Salinan sesuai dengan aslinya

Bengkulu

Pembina Tk. I
Nip. 19690905 199403 1011


